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GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR ^/5'TAHUN2017

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF

ATAS PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK KENDARAAN

ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI

OLEH PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa masih terdapat perseorangan atau badan usaha sebagai
operator angkutan umum orang dan angkutan umum barang yang
belum berbadan hukum, sehingga harus melakukan perubahan
kepemilikan dari perseorangan atau badan hukum menjadi badan
hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor
dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban dalam
melakukan balik nama kendaraan bermotor, sesuai ketentuan
Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung karena jabatannya
dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan
atas pokok pajak terutang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Sanksi Administratif Atas Penyerahan
Kepemilikan Kedua dan seterusnya untuk Kendaraan Angkutan
Umum Orang dan Kendaraan Angkutan Umum Barang yang
Dimiliki oleh Perseorangan atau Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kota Praja, Dalam Lingkungan Daerah
Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3530);



3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4268);

4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
dan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah
atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5594);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 244);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 639);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepuluan Bangka Belitung Nomor 1
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014
Nomor 04 seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
47 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur
Nomor 50 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 05 Seri B);

16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR DAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PENYERAHAN KEPEMILIKAN KEDUA DAN SETERUSNYA UNTUK
KENDARAAN ANGKUTAN UMUM ORANG DAN KENDARAAN
ANGKUTAN UMUM BARANG YANG DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN
ATAU BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Bakuda adalah

Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala

Bakuda adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

5. Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UPT Bakuda
adalah Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di wilayah
Kabupaten/Kota.



6 Kepala Unit Pelayanan Teknis pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut
Kepala UPT pada Bakuda adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis
pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang berada di wilayah Kabupaten/Kota.

7 Masa ^[ak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang

8 Tahun^Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.

9 Paiak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

10 Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SK.FD
adalah surat ketetapan pajak yng menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

12 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

13 Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau
lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua Jems jalan
darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumberdaya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

14 Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang
digunakan untuk mengangkut barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

15 Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan dan lainnya yang
dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat
dilekatkan hak dan kewajiban hukum yang berbentuk Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan
Terbatas atau Koperasi.

16 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

17 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dismgkat PKB
adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau
penguasaan kendaraan bermotor.

18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya dismgkat
BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual bell, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.



19 Sanksi Administratif adalah sanksi administrasi berupa bunga
' denda, dan kenaikan yang dikenakan atas keterlambatan bayar

atau tidak dibayar atas pajak yang terutang.
20 Pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi atas

penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya adalah
pembebasan terhadap Pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi
terhadap kepemilikan kendaraan angkutan umum orang dan
kendaraan angkutan umum barang.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal2

(1) Objek Pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi
atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya terhadap
penyerahan kendaraan angkutan umum orang dan kendaraan
angkutan umum barang. . .

(2) Subjek Pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi
atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya adalah orang
pribadi atau badan hukum yang menerima penyerahan atas
kendaraan angkutan umum orang dan kendaraan angkutan
umum barang. . . .

(3) Subjek Pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi
atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang
dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal3

Terhadap kendaraan angkutan umum orang dan kendaraan
angkutan umum barang selama masa pembebasan pokok BBN-KB
atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya beserta sanksi
administrasi tidak dikenakan/dipungut sanksi administrasi
berupa kenaikan dan bunga atas keterlambatan.

BAB III

TATA CARA

Pasal 4

(1) Untuk mendapatkan pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi
administrasi atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Wajib
Pajak harus mendaftarkan kendaraan angkutan umum orang dan
kendaraan angkutan umum barang di kantor UPT Bakuda dengan
membawa surat-surat kendaraan yang diperlukan.

(2) Pembebasan pokok BBN-KB beserta sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 baru dapat dilayam setelah
menyelesaikan kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.



BAB IV
BATAS WAKTU DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

uj, drm kr dan sanksi administrasi atas
U) SSSl^SBI-?k£ d- seterusnya untuk kendaraan

anXtti^mum orang dan angkutan umum barang yang dimiliki
o?en^e^seo?a^an atau badan usaha sebagaimana dimaksud
Pasal 3ayaTm dan ayat (2) dilaksanakan terhitung mula, tanggal
lA^ustus 20(17 sampi dengan tanggal 30 Desember 2017.
Masa berakhirnya pembebasan pokok BBN-KB dan sanKsiad*—?a«J penyerahan kepemilikan kedua.da,, s*e=
nntuk kendaraan angkutan umum orang dan angkutan umumba^ng bagi Wajib Pajak yang telah melaksanakan P-^taran
namun belum melakukan pembayaran adalah tanggal du
D^embei 20?7 dan harus dibayar pada Bank Persepsi yang

(2)

ditunjuk sesuai dengan tempat pendaftarannya.
(3) Pelaksanaan pembebasan pokok BBN-KB dan sanksi administrasi

atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya untuk
kendarPaTangkutan umum orang dan angkutan umum barang
dilaksanakan serentak di seluruh UPT Bakuda.

BAB V
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

(1)

(2)

Pasal 6

Gubernur melimpahkan wewenang kepada Kepala Bakuda c.q.
Kepala UPT pada Bakuda untuk melaksanakan pembebasan
pokok BBN-KB dan sanksi administrasi atas penyerahan
kepemilikan kedua dan seterusnya untuk kendaraan angkutan
umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3.
Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Kepala Bakuda agar mengadakan koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait.

(3) Kepala Bakuda menyampaikan laporan pelaksanaan pembebasan
pokok BBN-KB dan sanksi administrasi atas penyerahan
kepemilikan kedua dan seterusnya untuk kendaraan angkutan
umum orang dan angkutan umum barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Bagi kendaraan angkutan umum orang dan angkutan umum barang
yang telah terdaftar di wilayah administrasi Pemerintah Provinsi dan
telah ditetapkan BBN-KB dan sanksi administrasi atas penyerahan
kepemilikan kedua dan seterusnya sebelum Peraturan Gubernur ini
berlaku, tetapi belum dibayar, maka besarnya BBN-KB yang terutang
ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan
Peraturan Gubernur ini.



Peraturan

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
memerintahkanAear setiap orang dapat mengetahuinya, memenntanKanpe^gundSgan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam

Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal Q?> >U 2017

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 38 U>!»" 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

BERITA DAE

SERI &

YANMEGAWANDI

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2017 NOMOR £


